
 

 

 
 
 
 

BUPATI KOTABARU 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU 

NOMOR 01 TAHUN 2014 

TENTANG 

 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU 

NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK BUMI DAN  
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

BUPATI KOTABARU, 

  

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kesiapan daerah menghadapi 
pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 

dan Perkotaan di tahun 2014 yang masih 

menggunakan basis data dari Direktorat Jenderal 
Pajak, perlu untuk melakukan penyesuaian 

pengenaan tarif Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan; 

b. bahwa pengenaan tarif Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan dalam Peraturan Daerah 

Kabupaten Kotabaru Nomor 10 Tahun 2012 

tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan berdampak pada besaran Pajak Bumi 

dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terutang 

yang harus dibayar oleh wajib pajak, hal ini akan 
menimbulkan gejolak di masyarakat yang 

berimplikasi pada penurunan target penerimaan 

dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 
dan Perkotaan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 

10 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 

Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 
II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 
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3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 

Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan 

Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 

3209); 

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang 
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 
1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat 

Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3987); 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas 

dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3851); 

6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata 

Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 211, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953) 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneia 

Nomor 4953); 

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang 
Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4189); 

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  

4286); 

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negera 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 4355); 
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10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 

4400); 

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004  tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  

4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir  dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2008 tentang Perubahan Kedua Atas  Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4844); 

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 

dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 4438); 

13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 
tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1983 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 

Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5145); 
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996  

tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan 
dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3643); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4578);  

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
165, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4593);  

19. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2006 

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 

2008 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4855); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara 

Pemerintah, Pemerintahan Daerah  Provinsi, dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4737); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 

tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan 
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 

tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut 

berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau 
dibayar sendiri oleh Wajib Pajak  (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 

153, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor   5179); 
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23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 694); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05 

Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil 
di Lingkungan Pemerintah Dati II Kotabaru 

(Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Dati II 

Kotabaru Tahun 1991 Nomor 02); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 
Tahun 2007 Urusan Pemerintahan yang Menjadi 

Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten 

Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru 
Tahun 2007 Nomor 19); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 03 

Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Kotabaru Tahun 2009 Nomor 03); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 10 
Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kotabaru Tahun 2012 Nomor 10); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU 

dan 

BUPATI KOTABARU 

 

MEMUTUSKAN : 

     Menetapkan   : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN 

ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN 

KOTABARU NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG 
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN 

PERKOTAAN. 
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Pasal I 

Ketentuan Pasal 7 dalam Peraturan Daerah 
Kabupaten Kotabaru Nomor 10 Tahun 2012 tentang 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

(Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2012 

Nomor 10 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 
berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 7 

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan sebagai 
berikut : 

a. untuk NJOP sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 

(satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1 % (nol 
koma satu persen) per tahun; 

b. untuk NJOP diatas Rp 1.000.000.000,00 (satu 

milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2 % (nol 
koma dua persen) per tahun. 

Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Kotabaru. 
 

Ditetapkan di Kotabaru 

pada tanggal 2 Januari 2014 

BUPATI KOTABARU, 

 

             
 

H. IRHAMI RIDJANI 

 

 
 

Diundangan di Kotabaru 

pada tanggal 2 Januari 2014 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU, 

 

    
                            

 

                   H. SURIANSYAH 
  

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU 

TAHUN 2014 NOMOR 01 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU 

NOMOR 01 TAHUN 2014 

 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU 

NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK BUMI DAN  

BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN  
 

 

I.   UMUM 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan 

salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting bagi daerah 

dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 
daerah. 

Dalam rangka kesiapan daerah menghadapi pengalihan Pajak 

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di tahun 2014 yang 

masih menggunakan basis data dari Direktorat Jenderal Pajak, perlu 
untuk melakukan penyesuaian pengenaan tarif Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru 
Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 

dan Perkotaan yang menetapkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan sebesar 0,3 % (nol koma tiga 
persen)mengakibatkan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 

dan Perkotaan hampir mencapai 200 % sampai dengan 300 % atau 2 

sampai 3 kali lipat dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan tahun 2013. Hal ini terjadi karena disatu sisi pendaerahan 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan 

mekanisme pemindahan kewenangan/tugas pengelolaan Sistem 

Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selama ini di kelola oleh 

Direktorat Jenderal Pajak sedangkan disisi lain terdapat perbedaan 

yang signifikan terhadap perhitungan komponen/indikator penentu 
besaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terutang 

yang termuat didalam aturan masing-masing yang apabila 

diimplementasikan ke daerah di tahun 2014 dapat mengakibatkan 
kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

terutang. 

Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
ini dikhawatirkan akan menimbulkan gejolak di masyarakat yang 

berimplikasi pada penurunan target penerimaan dari sektor Pajak 

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, maka pengaturan 

pengenaan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
perlu dilakukan revisi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten 

Kotabaru. 
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II.   PASAL DEMI PASAL 

Pasal I 

 Cukup Jelas 

 

Pasal II 

 Cukup Jelas 

 

 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU 

NOMOR 01 


